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KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan 

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB 
Tahun 2020-2024.

Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB adalah pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan 

hukum.

Penyunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan 

amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 

disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rancangan 

Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 -  2024 Satua Kerja 

Pengadilan Negeri Indramayu ini disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan 

fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Peradilan Umum pada Pengadilan 

Negeri Indramayu Kelas I B.

Kami menyadari bahwa Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini masih 

belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan Reviu Rencana 

Strategis (Renstra) ini kedepannya.
Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu memberikan sumbangsi pikiran dalam menyusun Reviu 

Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 ini. Semoga bermanfaat dan dapat 

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi 
peran Pengadilan Negeri Indramayu dalam menjalankan tugas pokoknya, 
dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan 
Negeri Indramayu merupakan Peradilan Tingkat Pertama dibawah naungan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Indramayu bertugas dan 
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang 
masuk.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (Lima) tahun secara 
sistematik dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, 
dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Indramayu. 
Rencana strategis ini di jabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan 
ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan 
anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang berkompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan 
perkembangan di lingkungan Pengadilan Negeri Indramayu, baik dilingkungan 
internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Indramayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi mahkamah Agung 
Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di 

Indonesia.
Pengadilan Negeri Indramayu berkedudukan di Kota Indramayu yang 

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 183 Indramayu Provinsi Jawa Barat. 
Wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu pada prinsipnya merupakan 
wilayah administratif kota Indramayu, yang terdiri dari 31 Kecamatan meliputi:

1. Kecamatan Haurgelis 16. Kecamatan sliyeg
2. Kecamatan Gantar 17. Kecamatan Jatibarang
3. Kecamatan Kroya 18. Kecamatan Balongan
4. Kecamatan Gabuswetan 19. Kecamatan Indramayu
5. Kecamatan Cikedung 20. Kecamatan Sindang
6. Kecamatan terisi 21. Kecamatan Cantigi
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7. Kecamatan Lelea
8. Kecamatan Bangodua
9. Kecamatan widasari
10. Kecamatan Kertasmaya
11. Kecamatan Sukagumiwang
12. Kecamatan Krangkeng
13. Kecamatan Karang Ampel
14. Kecamatan Kedokan

22. Kecamatan Lohbener
23. Kecamatan Arahan
24. Kecamatan Losarang
25. Kecamatan Kandang haur
26. Kecamatan Bongas
27. Kecamatan Anjatan
28. Kecamatan Sukra
29. Kecamatan Patrol
30. Kecamatan Tukdana
31. Kecamatan Pasekan

Bunder
15. Kecamatan Juntinyuat

Administrasi peradilan pada Mahkamah Agung oleh undang-undang 
dibedakan menjadi 2 (dua) administrasi, yaitu administrasi perkara dan 
administrasi umum.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 
7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan Pengadilan Negeri Indramayu dalam 
menyelenggarakan administrasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, 
Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda 
Pidana, Panitera Muda Hukum, Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi 
dan Pelaporan, Kasub Bag. Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, 
Kasub Bagian Umum dan Keuangan, Panitera Pengganti, Jurusita, 

Pegawai/Staf dan tenaga honorer/pekerja tidak tetap.
Sesuai data terakhir per 31 Desember 2022, jumlah pegawai 

berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri Indramayu sebanyak 
38 (tiga puluh delapan) orang dengan rincian sebagai berikut:

Ketua : 1 Orang
Wakil Ketua : 1 Orang
Hakim : 6 Orang
Panitera : 1 Orang
Sekretaris : 1 Orang
Panitera Muda : 3 Orang
Kasub Bagian : 3 Orang
Panitera Pengganti : 9 Orang 
Jurusita : 4 Orang
Jurusita Pengganti : 5 Orang 
Pelaksana : 5 Orang
CPNS : 4 Orang
PPNPN : 9 Orang
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B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Indramayu mencakup hal-hal yang 
memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai 
dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:
a. Aspek Proses Peradilan

• Peringkat III Nasional Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu 
(APM) terbaik kategori Pengadilan Negeri Kelas IB oleh Badilum 
Tahun 2022 sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal 
Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 2474/DJU/SK/HM 02.3/12/2022 tentang Penetapan 
Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan 
Umum Tahun 2022.

• Peringkat VII Nasional Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan 
Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri dengan Beban 
Perkara 501-1000 dalam Anugrah Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Tahun 2022.

• Peringkat I Pengadilan Negeri Kelas IB dengan Perkara 501-1000 
dengan Nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) tertinggi periode 
Desember 2022.

• Piagam Penghargaan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah 
(MKKS) SLB Kabupaten Indramayu sebagai Instansi Yang Ramah 
Terhadap Kaum Rentan dan Penyandang Disabilitas.

• Pengadilan Negeri Indramayu telah terakreditasi penjaminan mutu 
badan peradilan umum dengan predikat “A” (Excellent).

• Pengadilan Negeri Indramayu sebagai Finalis PTSP Terbaik 
Kategori Pengadilan Negeri Kelas IB dengan Nomor Piagam 
Penghargaan 821/DJU/SK/HM.02.3/8/2020.

• Pengadilan Negeri Indramayu mendapatkan Piagam Penghargaan 
dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi atas prestasi sebagai unit kerja pelyanan berpredikat 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 10 Desember 
2019.

• Pengadilan Negeri Indramayu menerapkan pelayanan 
pengembalian sisa panjar dan salinan putusan pada hari yang sama 
setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim/Hakim Tunggal.

• Peiayanan surat keterangan dapat diakses melalu aplikasi 
eraterang.
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Meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan melalui 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan one Hour service. 

Pengadilan Negeri Indramayu telah menggunakan aplikasi e-court 
dan dapat bersidang secara e-Litigasi sehingga dapat 
mempermudah para pencari keadilan dalam mendaftarkan perkara 
secara online.

Pengadilan Negeri Indramayu telah menggunakan aplikasi e-Skum 
untuk mempermudah pencari keadilan dalam menghitung besaran 
panjarnya sendiri.

Alur Proses atau Prosedur beracara di Pengadilan sudah 
disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman maupun 
melalui media elektronik/internet website www.sipp.pn- 
indramayu.go.id dan instagram @pn.indramayu.

Proses Peradilan telah dituangkan dalam SOP (Standar 
Operaslonal Prosedur) yang dilakukan Review dan Perbaikan pada 
setiap tahunnya, dan telah disosialisasikan kepada seluruh Hakim 
dan Pegawai Pengadilan Negeri Indramayu.

Membantu pencari keadilan untuk mendapatkan informasi melalui 
Meja informasi dan pengaduan yang telah disediakan di Pengadilan 
Negeri Indramayu.
Tersedianya layanan Posbakum sebagai bentuk bantuan hukum 
kepada masyarakan tidak mampu sesuai dengan Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Hukum.
Dengan adanya Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan, dengan ketentuan diwajibkannya para pihak 
untuk hadir sendiri dalam proses mediasi berdampak pada 
kemungkinan tercapainya perdamaian perkara perdata pada 
Pengadilan Negeri Indramayu menjadi meningkat.

Dengan terbitnya Perma Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Larangan 
Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pencari keadilan dapat 
dengan cepat mendapatkan kepastian hukum atas perkara tersebut. 

Dengan adanya ketentuan Perma Nomor : 7 Tahun 2016 dapat 
meningkatkan atau memicu kinerja hakim menjadi lebih baik lagi. 

Untuk memenuhi Perma Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 
yang berada dibawahnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), maka 
Pengadilan Negeri Indramayu telah menyediakan meja Informasi
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dan Pengaduan untuk mempermudah para pencari keadilan untuk 
mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhannya.

• Berdasarkan Perma Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan 
Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum, dengan adanya ketentuan sebagaimana diatur 
dalam perma tersebut dapat mempermudah tugas hakim 
menjalankan tugasnya.

• Telah ada fasilitas untuk para penyandang disabilitas.

• Telah disediakannya pojok disabilitas untuk para penyandang 
disabilitas.

• Adanya inovasi untuk para penyandang disabilitas di Pengadilan 
Negeri Indramayu, diantaranya:
1. Aplikasi Pinterjmah (Pintar Menerjemahkan).
2. Audio Book Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Prosedur Layanan PTSP dengan huruf braille.

• Telah dilakukan pembinaan kepada petugas PTSP yang 
dilaksanakan setiap hari sebelum pelayanan dibuka.

• Telah dilakukannya monev untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
pada setiap bulannya.

• Adanya aplikasi Pelita (Pelayanan Informasi Virtual) untuk 
membantu pengguna peradilan dalam mendapat infomasi perihal 
layanan dan persyaratan pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri 

Indramayu.
• Menyediakan spot photobooth untuk pengguna peradilan.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

• Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Indramayu secara 
berkala diberikan pengarahan dan bimbingan disetiap bulannya oleh 
unsur pimpinan Pengadilan Negeri Indramayu.

• Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Indramayu, sesuai dengan 
jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Rl, secara berkala 
dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, 
pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
skill dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil 
MARI atau Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

• Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sebagai salah satu unsur 
pelindung di kabupaten Indramayu.
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c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

• Dalam rangka mewujudkan Perma Nomor : 8 Tahun 2016 tentang 
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan 
Mahkamah Agung dan Bapan Peradilan yang berada dibawahnya 
sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), maka Pengadilan Negeri Indramayu 
telah melaksanakan rapat rutin bulanan yang dilaksanakan setiap 
hari Kamis pada minggu kedua setiap bulannya yang membahas 
semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang 
dihadapi, serta solusi pemecahannya.

• Hakim Pengawas aktif membuat Laporan Pengawasan tiap 
bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas 
temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas.

• Absensi Elektronik melalui aplikasi IKA PT Bandung dan SIKEP 
Mahkamah Agung yang dapat membantu pemantau 
kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasiinya dipantau 
setiap bulan sehingga bagi yang meianggar ketentuan disiplin jam 
kerja dapat diberikan peringatan lisan ataupun tertulis.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

• Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang dilakukan review 
setiap tahun, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas 
seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Indramayu.

• Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan 
buku-buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara 
(pihak ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang 
ditandatangani setiap bulannya.

• Pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 
Versi 5.1.0, aplikasi PTSP dan Direktori Putusan telah berjalan baik 
dan dipantau pelaksanaannya setiap harinya.

• Adanya aplikasi JDIH Pengadilan Negeri Indramayu dapat diakses 
melalui http://jdih.pn-indramayu.go.id/.

• Telah dibuat Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 sebagai arah / 
panduan dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya sebagai 
pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

• Realisasi Belanja Negara DIPA 01 (BUA) setelah revisi pada Tahun 
Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 6.786.592.657,- atau mencapai 
99.43% dari alokasi anggaran sebesar Rp 6.825.445.000,- setelah 
revisi.
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• Sedangkan Realisasi belanja Negara DIPA 03 (BADILUM) setelah 
revisi pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 217.099.000,- 
atau mencapai 99.57% dari alokasi anggaran sebesar 
Rp 218.037.000,-.

• Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan 
ke kas Negera untuk DIPA (01) BUA sejumlah Rp. 32.152.423,- 
sedang untuk DIPA (03) BADILUM sejumlah 20.953.000,-.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

• Gedung kantor Pengadilan Negeri Indramayu terletak di jalan 
Protokol yakni Jl. Jenderal Sudirman No. 183 Indramayu Jawa 
Barat.

• Yurisdiksi Pengadilan Negeri Indramayu mencakup 31 Kecamatan 
di Kabupaten Indramayu dengan Luas Wilayah mencapai 204.011 
Ha dan jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1.730.000 juta. 
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk yang sangat tinggi merupakan 
faktor Kekuatan/Strenght yang diperoleh oleh Pengadilan Negeri 
Indramayu untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang 
berkeadilan secara luas kepada masyarakat.

Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Indramayu dirinci 

dalam beberapa aspek:
a. Aspek Proses Peradilan

• Dalam pelaksanaan sidang elektronik terkendaia jaringan internet 
yang kurang stabil.

• Dalam proses mediasi apabila para pihak tidak dapat hadir dalam 
proses mediasi, maka berdampak akan berkurangnya perdamaian 
diantara kedua belah pihak.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

• Masih kurangnya pegawai pada Pengadilan Negeri Indramayu, 
akibatnya banyak pegawai yang melakukan tugas rangkap dan 
banyak pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai honorer.

• Jumlah Staff yang ada di Pengadilan Negeri Indramayu saat ini 
masih kurang, baik di Kepaniteraan maupun di Bagian 
Kesekretariatan. Pengadilan Negeri Indramayu memerlukan 
tambahan sebanyak minimal 10 orang agar roda administrasi 
berjalan baik dan lancar sudah tidak ada rangkap jabatan/tugas.
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c. Aspek Sarana dan Prasarana

• Kurangnya Ruangan untuk penyimpanan Arsip Berkas Perkara dan 
Arsip Umum.

• Jumlah alat pengolah data berupa Komputer ataupun Laptop yang 
dapat mendukung terlaksananya Informasi Perkara berbasis 
Teknologi Informasi dirasa masih kurang dikarenakan banyaknya 
perangkat computer yang rusak.

• Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Indramayu baik dari 
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Rl maupun dari 
Badan Peradilan Umum belum sesuai dengan kebutuhan dan 
rencana yang diajukan.

Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-petuang yang dimiliki Pengadilan Negeri 
Indramayu untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:
a) Aspek Proses Peradilan

• Adanya website Pengadilan Negeri Indramayu yang memberikan 
informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

• Adanya SIPP website Pengadilan Negeri Indramayu versi 5.1.0 
yang dapat diakses melalui http://sipp.pn-indramayu.go.id/ yang 
tujuannya untuk mempermudah para pencari keadilan mendapatkan 

informasi.
• Adanya website SIPP Pengadilan Negeri Indramayu melalui 

http://sipp.pn-indramayu.go.id/ sehingga masyarakat dapat 
langsung mengakses perkara baik yang sedang berjalan maupun 
yang sudah diminutasi.

• Adanya aplikasi e-skum dan e-court pada Pengadilan Negeri 
Indramayu sehingga dapat mempermudah para pencari keadilan 
untuk menghitung dan mendaftarkan perkaranya secara mandiri 
atau self assessment.

• Adanya aplikasi eraterang atau elektronik surat keterangan.

• Adanya anjungan komputer atau komputer informasi.

• Adanya aplikasi PTSP+ yang membantu dalam hal surat menyurat, 
penyitaan, penggeledahan dan surat keterangan secara online.

• Adanya Pelita (Pelayanan Informasi Virtual) untuk 
menginformasikan jenis-jenis pelayanan yang ada di Pengadilan 
Negeri Indramayu.

Halaman 8 dari 25 halaman

http://sipp.pn-indramayu.go.id/
http://sipp.pn-indramayu.go.id/


• Adanya aplikasi JDIH Pengadilan Negeri Indramayu dapat diakses 
melalui http://jdih.pn-indramayu.go.id/.

• Telah disediakannya pojok disabiiitas untuk para penyandang 
disabilitas.

• Adanya inovasi untuk para penyandang disabilitas di Pengadilan 
Negeri Indramayu, diantaranya :
4. Aplikasi Pinterjmah (Pintar Menerjemahkan).
5. Audio Book Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Prosedur Layanan PTSP dengan huruf braille.

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

• Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam 
peningkatan kinerja.

• Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan 
Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan.

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

• Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan indikator kinerja 
utama (1KU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja individu.

• Adanya kegiatan pengawasan secara berkala, baik secara internal 
oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan 
Negeri Indramayu maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan 
Tinggi Bandung.

• Adanya website Pengadilan Negeri Indramayu yang memungkinkan 
masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara online.

• Adanya aplikasi SIWAS dari Mahkamah Agung R1 untuk mengawasi 
kinerja Pengadilan Negeri Indramayu.

• Adanya Aplikasi Peduli dari Pengadilan Tinggi Bandung yang 
menampung pengaduan dari masyarakat.

• Adanya meja pengaduan pada PTSP Pengadilan Negeri Indramayu.

• Adanya social media instagram dan tiktok Pengadilan Negeri 
Indramayu yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh 
informasi dan atau menyampaikan pengaduan secara online.

• Adanya Sms Pengaduan yang memungkinkan masyaratkat untuk 
menyampaikan pengaduannya secara online.
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d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

• Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparatur peradilan 
secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal 
di wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu.

e) Aspek Sarana dan Prasarana

• Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi (I.T.) di Pengadilan
Negeri Indramayu berupa website dan desk informasi pada
Pengadilan Negeri Indramayu.

Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Indramayu yang 
akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat
melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

• Personil di Pengadilan Negeri Indramayu belum seluruhnya
menguasai sistem teknologi informasi di Pengadilan Negeri

Indramayu.
b) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

• Kurangnya jumlah pegawai sehingga adanya pegawai yang
merangkap pekerjaan lainnya, yang mana hal itu mempengaruhi 
tertib administrasi dan manajemen peradilan.

c) Aspek Anggaran

• Masih terbatasnya anggaran bagi Pengadilan Negeri Indramayu.
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BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. V I S I
Pengadilan Negeri Indramayu termasuk dalam sistem peradilan satu 

atap (one roof system) dari lingkungan peradilan umum, dan merupakan salah 

satu dari pengadilan tingkat pertama yang ada di wilayah hukum Pengadilan 
Tinggi Jawa Barat, di bawah Mahkamah Agung. Visi Misi Pengadilan Negeri 
Indramayu mengacu pada Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan 
kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri 
Indramayu adalah sebagai berikut:

“ Mewujudkan PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU yang Agung”

B. M I S I
Adapun misi Pengadilan Negeri Indramayu, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Indramayu;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari 

Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Indramayu;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Indramayu.

Motto pengadilan Negeri Indramayu adalah “ PENGADILAN NEGERI 
INDRAMAYU yang RAPI = Ramah, Akuntable, Profesional, Inovatif”

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan 

visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan 
tujuan strategis, Pengadilan Negeri Indramayu akan dapat secara tepat 
mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi 
visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

1. Tujuan Startegis

Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Indramayu adalah 
sebagai berikut:
a) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
c) Publik (masyarakat luas) dapat dengan mudah mengakses informasi 

perkara yang dibutuhkan

Halaman 11 dari 25 halaman



2. Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai adalah atau yang ditetapkan dalam 
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu adalah :
a) Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara.
b) Peningkatan keberterimaan (akseptabilitas) putusan Hakim.
c) Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara.
d) Peningkatan kenyamanan (aksesibilitas) masyarakat terhadap peradilan 

(acces to justice) dengan didukung oleh teknologi informasi berbasis 
website.

e) Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
f) Peningkatan kualitas pengawasan.

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai 
Pengadilan Negeri Indramayu dalam Tahun 2020-2024.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan 
sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan 
indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:
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Tabel Indikator Kinerja Utama

NO.
SASARAN
KINERJA

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA

PENJELASAN

1 Terwujudnya 
Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan 

dan
Akuntabel

a. Persentase 
perkara yang 
diselesikan 
tepat waktu.

Jumlah Perkara yang Diselesaikan tepat waktu ^  ^qq^/
Jumlah Perkara yang diselesaikan

Catatan :

• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Peratama dan 
Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 

April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan 
Pemberkasan Perkara.

• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi 
jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara 
yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA 
Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 
5 (lima) bulan.

• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus 

dan diminutasi pada tahun berjalan.

b. Jumlah putusan 
yang
menggunakan
pendekatan
keadilan
restoratif.

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif ^  jQgn/ 

perkara yang diajukan untuk restoratif

Catatan:

• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
1691 /DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan 
Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah 
perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif 
dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui 

rehabilitasi.

• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara 
narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.

c. Persentase 
perkara yang 
tidak
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Banding

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 

jumlah perkara yang diselesaikan

Catatan:

• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 
adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan 
upaya hukum banding.

• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus 
dan diminutasi pada tahun berjalan.

d. Persentase 
perkara yang 
tidak
Mengajukan 
Upaya Hukum 
Kasasi

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 

jumlah perkara khusus yang diselesaikan

Catatan:

• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 
adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya 
hukum kasasi.
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• Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang 
diputus dan diminutasi di tahun beijalan pada pengadilan Tingkat 
Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara 
pidana yang diputus bebas mumi, perkara niaga, sengketa 
pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

e. Persentase

perkara anak 
yang
diselesaikan 
dengan diversi

Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil
----------------- ;— .-----------------x  ioo%

Jumlah Perkara diversi

Catatan :

• Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana 
anak di tahun berjatan yang diajukan secara diversi dan 
dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.

• Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang 
diajukan diversi.

• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana 
anak.

f. Index persepsi 
pencari
keadilan yang 
puas terhadap 
layanan 
peradilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan:
• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik.

• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval I KM 

index harus > 80

2 Peningkatan

Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase 
salinan putusan 
yang
disampaikan ke 
para pihak tepat 
waktu

Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu

jumlah putusan

Catatan:
• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.

• SEMA 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan 

Putusan
• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah 

diputus/dikirimkan

• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 
April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan 

Pemberkasan Perkara.

• Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu 
adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak 
dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara 
pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak 
sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan 

dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan 
ketentuan yang beriaku.

• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan 
diminutasi pada tahun berjalan.
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b. Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
melalui mediasi

jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil ^
Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi

Catatan :

• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan

• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara 
yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan 
dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang 
tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis 
oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap 
sebagai mediasi berhasil.

• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata 
gugatan yang terdaftar pada tahun beijalan.

3 Meningkatnya

Akses
Peradilan
bagi
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan

a. Persentase 
Perkara Prodeo 

yang
diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan ^  100n/
Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo

Catatan:

• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak 
mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.

• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian 

prodeo.

b. Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 

jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan 

di luar gedung pengadilan

Catatan:
• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 

Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di 
luar gedung pengadilan (setting plaatz, sidang keliling maupun 
gedung-gedung lainnya).

c. Persentase 
Pencari 
Keadilan 
Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat 
Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 

Mendapatkan Layanan Bantuan hukum
-------- ;— r r --------- r ------ i----------n ------------- x 100%Jumlah permohonan layanan hukum

Catatan:

• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian 

Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan

• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang 
tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada 

informasi konsultan hukum yang memerlukan layanan hukum.
• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang 

terdaftar pada register posbakum

4 Meningkatnya
Kepatuhan

Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan 
Perkara Perdata 
yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi)

Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan ^

Jumlah Permohonan Eksekusi

Catatan:

• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah 
pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap 
sebagai pelaksanaan eksekusi.
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• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan

eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.

• BHT: Berkekuatan Hukum Tetap

• Putusan yang ditindak lanjuti = perkara permohonan eksekusi
yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak 
diajukan eksekusi

• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan
aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan 
Negeri Indramayu untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan 
membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan 

sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum melalui 

Pengembangan IT.
Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan 

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian 
perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas (rasa nyaman) 
masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan 
program peningkatan manajemen peradilan umum :
a. Penyelesaian perkara pidana maupun perdata yang terintegrasi 

dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
b. Monitoring Implementasi SIPP (MIS) berfungsi sebagai monitoring 

kepatuhan dalam penginputan perkara ke dalam SIPP.
c. Pendaftaran perkara secara online atau e-court untuk pengguna 

terdaftar maupun pengguna lain.
d. Pendaftaran surat keterang menggunakan aplikasi eraterang dari 

badilum.
e. Aplikasi surat menyurat dan penginputan buku tamu online telah 

menggunakan aplikasi PTSP+.
f. Aplikasi JDIH Pengadilan Negeri Indramayu.
g. Penyelesaian sisa perkara Pidana Maupun Perdata.
h. Penyampaian berkas perkara upaya hukum dilakukan secara lengkap 

dan tepat waktu.
i. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis tepat waktu.
j. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara 

melalui pengembangan sarana Tekhnologi Informasi (IT), 
k. Pengawasan secara rutin oleh hakim pengawasan bidang.
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2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah 

Agung
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah 

Agung Republik Indonesia bertujuan untuk mencapai sasaran strategis 
dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini 
adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan 
Negeri Indramayu sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dengan focus 
utama memaksimalkan penggunaan website dalam proses perkara. 
Kegiatan pokok antara lain :

• Merencanakan RKAKL sesuai dengan kebutuhan nyata Pengadilan 
Negeri Indramayu.

• Mempersiapkan data dukung untuk mendukung usulan pengadaan 
barang/jasa yang dibutuhkan.

• Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan DIPA

• Adapun usufan kegiatan yang perlu difaksanakan diantaranya :
- Sarana dan Lingkungan kantor seperti pengaspalan dan 

pemagaran kantor.
- Penambahan anggaran alat pengelola data seperti printer dan 

scanner.

• Penggantian Meubelairdan Peralatan kantor yang rusak/ usang.

3. Program Peningkatan Manajemen Paradilan Umum
Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis pengawasan 

yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini 
adalah :
a. Mengikut sertakan Pegawai Pengadilan Negeri Indramayu untuk 

pendidikan dan pelatihan (diklat), baik yang diselenggarakan oleh 
Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung Republik 
Indonesia guna meningkatkan kualitas number daya manusianya.

b. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
c. Menindak lanjuti temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan Pengadilan Negeri Indramayu adalah mendukung program 
reformasij£/d/c/a//pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat 
berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan 
dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Indramayu menetapkan arah dan 
strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam peningkatan system 

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat 
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hokum. Kualitas kinerja 
sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyeiesaian perkara, 
proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. 
Peningkatan kualitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas 
sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan 
strategi peningkatan kinerja adalah :

• Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan 
mutasi sesuai dengan kompetensi.

• Pengawasan eksternal dan internal, hal ini dimaksudkan untuk menjamin 
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi 
rasa keadilan masyarakat.

• Menguasai standar operasional pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

• Disamping itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta 
tehnologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan public
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlu kebijakan 
yang memperhatikan hal -  hal sebagai berikut:

• Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, yakni sebagai sarana 
yang digunakan untuk mengatur dengan jelas hak dan kewajiban 
penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

• Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

• Pelayanan 1 hours service.

• Pengembalian sisa panjar dan pengambilan salinan putusan dapat 
diambil dihari yang sama setelah putusan dibacakan oleh Majelis 
Hakim.
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3. Peningkatan manajemen Peradilan Umum

• Peningakatan tertib administras perkara

• Penyeragaman penyusunan berkas perkara

4. Peningkatan pengukuran kinerja
Sebagaimana ditetapkan dalam Intruksi Nomor 7 tahun 1999 tentang 

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis ini akan 
dijadikan dasar pertanggungjawaban pimpinan. Demikian juga rencana 
stratejik ini menjadi landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Indramayu. Dengan 
demikian rencana strategis ini merupakan suatu komitmen bersama 
mengenai hal apa yang harus dicapai oleh Pengadilan Negeri Indramayu di 
masa mendatang.

Sebagai dasar akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan sebagai alat 
pengendali jalannya organisasi, manajemen Pengadilan Negeri Indramayu 
melakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja 
merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana 
atau standar yang ditetapkan pada rencana startegis dengan realisasinya. 
Dengan perbandingan inilah akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap 
program, beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki 
kinerja di masa-masa mendatang.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Indramayu dilakukan meliputi 
capaian kinerja atas indikator utama Pengadilan Negeri Indramayu, capaian 
kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan 
capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut 
selanjutnya akan dituangkan melalui laporan akuntabilitas kinerja.
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja
Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri 
Indramayu Kelas IB memiliki 2 (dua) program, yaitu :
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum ditujukan untuk menjalankan 
pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Negeri 
Indramayu, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan 
perkara dengan sasaran program sebagai berikut :
a. Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Indramayu.
b. Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, 

transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri Indramayu.
Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, 

yaitu:
a. Terweujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan.
d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya 
kepercayaan public atas layanan peradilan di Pengadilan Negeri 
Indramayu. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu :
a. Peningkatan penyelesaian perkara.
b. Dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis kepaniteraan.
c. Pengembangan teriaga teknis Pengadilan Negeri Indramayu dengan 

mengikuti pelatihan yang diselenggarankan oleh Pengadilan Tinggi 
Bandung, Badilum dan Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya.

d. Menyediakan layanan Pos Bantuan hukum di Lingkungan Pengadilan 
Negeri Indramayu.

2. Program Dukungan Manajemen
Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan 
tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB :
a. Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung 

pelayanan prima peradilan.

Halaman 20 dari 25 halaman



Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis, yaitu : 
a. Meningkatnya transparansi keuangan dan aset, yang juga merupakan 

turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas 
Pengadilan Negeri Indramayu.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari terwujudnya dukungan 
pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Indramayu. Program ini mencakup 
pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal 
Pengadilan Negeri Indramayu. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa 
kegiatan, yaitu :
a. Mengikut sertakan pegawai Pengadilan Negeri Indramayu dalam

Pengembangan Kompetensi di bidang teknis peradilan yang
diselenggarankan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, Badilum dan 
Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya.

b. Mengikut sertakan pegawai Pengadilan Negeri Indramayu dalam
Pengembangan Kompetensi dibidang manajemen dan kepemimpinan 
yang diselenggarankan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, Badilum dan 
Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya.

c. Mengikut sertakan pegawai Pengadilan Negeri Indramayu dalam
Pengembangan Kompetensi dibidang administrasi pengelolaan 
Keuangan yang diselenggarankan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, 
Badilum dan Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya.

d. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri 
Indramayu.

B. Kerangka Pendanaan
Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan 
Negeri Indramayu Kelas IB Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka 
pendanaan program penegakan dan pelayanan hukum, yang disusun ke 
dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen 
ini.

Halaman 21 dari 25 halaman



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

Program/Keg iatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran 

Kegiatan (Output)/lndikator
Target Alokasi Unit

Organisasi
Pelaksana

Kinerja
Utama

Indikator Kinerja 

Utama
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Pengadilan Negeri Indramayu 175.650.000 210.537.000 218.037.000 197.400.000 197.400.000

Sasaran Strategis

Program 
Penegakan dan 
Pelayanan Hukum

Terwujudnya 
Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan 
dan
Akuntabel

a. Persentase perkara 
yang diselesikan 
tepat waktu.

Perdata
Pidana

95%
100%

95%
100%

95%
95%

95%
95%

95%
95%

Kepaniteraan

a. Jumlah putusan yang 
menggunakan 
pendekatan keadilan 
restoratif

5% 5% 5% 2% 2%
Kepaniteraan

b. Persentase perkara 
yang tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Banding

95% 95% 95% 95% 95%
Kepaniteraan

c. Persentase perkara 
yang tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi

95% 95% 95% 95% 95% Kepaniteraan

Halaman 22 dari 25 halaman



b. Persentase perkara 
anak yang 
diselesaikan 
dengan diversi

5% 5% 10% 10% 10%
Kepa niteraan

c. Index persepsi 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap layanan 
peradilan

88% 88% 90% 92% 92% Kepa niteraan

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a. Persentase salinan 
putusan yang 
disampaikan ke 
para pihak tepat 
waktu

100% 100% 100% 100% 100% Kepa niteraan

b. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi

5% 5% 5% 5% 5% Kepa niteraan

Meningkatnya
Akses
Peradilan
bagi
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan

a. Persentase Perkara 
Prodeo yang 
diselesaikan

N/a N/a N/a N/a N/a Kepa niteraan

b. Persentase Perkara 
yang diselesaikan di 
luar Gedung 
Pengadilan

N/a N/a N/a N/a N/a Kepa niteraan

Halaman 23 dari 215 halaman



c. Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu yang 
Mendapat Layanan 
Bantuan Hukum 
(Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100% Kepa niteraan

Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan 
Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti 
(dieksekusi)

100% 100% 20% 20% 20% Kepa niteraan

Halaman 24 dari 2 ti halaman



BAB V 

P E N U T U P

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu tahun 2020 - 
2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan 
tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang 
bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta 
permasalahan, titik -  titik lemah, peluang maupun tantangan, program yang 
ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, 
serta out put yang ingin di hasilkan dan output come yang diharapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Indramayu harus terus 
disempurnakan dari waktu ke waktu dengan demikian renstra ini bersifat terbuka 
atas kemungkinan perubahan. Renstra ini diharapkan dapat membantu 
pelaksanaa pegelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan 
terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula diharapkan setiap unsur di lingkungan Pengadilan 
Negeri Indramayu memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi 
pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020- 
2024, sehingga visi dan misi Pengadilan negeri indramayu dapat terwujud 
dengan baik.

Halaman 25 dari 25 halaman



LAMPIRAN :

1. Matriks Reviu Rencana Strategis ( Renstra) Tahun 2020 -  2024.
2. SK KPN Indramayu Nomor W11.U12/30/KP.01.03/1/2023 tentang 

Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri 
Indramayu.

Halaman 26 dari 25 halaman



MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024

No.

Tujuan

Target

Sasaran Target Strategis •

Uralan Indlkator Kinerja Uralan indlkator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan
Indlkator
kegiatan

Target
Rp (000)

. 2020 2021 2022 2023 2024

1 Terwujudnya 
Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan 
dan
Akuntabel

d. Persentase perkara 
yang diselesikan tepat 
waktu.

Perdata
Pidana

95%
100%

Terwujudnya 
Peradilan 
yang Pasti, 
Transparan 
dan
Akuntabel

d. Persentase
perkara yang 
diselesikan tepat 
waktu.

Perdata
Pidana

95%

100%
95%
100%

95%
95%

95%

95%
95%
95%

Penyelesaian 
perkara paling 
lambat dalam 
waktu 5 (lima) 
bulan sesuai 
dengan SEMA 
Nomor 2 Tahun 
2014 tentang 
Penyelesaian 
Perkara di 
Lingkungan 
Tingkat Pertama 
dan Tingkat 
Banding Pada 4 
(empat) 
Lingkungan 
Peradilan dan 
sebagaimana 
instruktl Dlrektur 
Jenderal Badan 
Peradilan Umum 
Nomor 3 Tahun 
2022 tentang 
Penyelesaian 
Perkara di 
Pengadilan 
Tingkat Pertama 
dan Tingkat 
Banding di 
Lingkungan 
Peradilan Umum.

1. Pembinaan dan 
Pengawasan terhadap 
penyelesaian dan 
pengadministrasian 
Perkara oleh pimpinan 
serta dibantu Hakim 
Pengawas Bidang.

2. SK Nomor 
W11.U12/35.b/KP.01.03 
/IV/ 2022 tentang 
Penunjukan Hakim 
Pengawas bicJang.

3. SK Nomor 
W11 .U12/34.a/KP. 04.04 
/IV/ 2021 tentang 
Penunjukan Hakim 
Pengawas dan 
pengamat.

Penyelesaian 
perkara paling 
lambat dalam 
waktu 5 (lima) 
bulan sesuai 
dengan SEMA 
Nomor 2 Tahun 
2014

95%

95%

175.
650

210.
537

218.
037

197.
400

197.
400

e. Jumlah putusan yang 
menggunakan 
pendekatan keadilan 
restoratif

5%

e. Jumlah putusan yang 
menggunakan 
pendekatan keadilan 
restoratif

5% 5% 5% 2% 2%

Alternative 
penyelesaian 
perkara pidana 
yang berfokus

1. Monitoring pelaksanaan 
keadilan restorative.

Penyelesaian
Keadilan
restorative dalam 
tindak pidana

2%



pada
pemldanaan
untuk
menciptakan
kesepakatan
atas
penyelesaian 
perkara pidana 
yang adil dan 
seimbang bagi 
pihak korban 
maupun pelaku 
dengan
mengedepankan 
pemullhan 
kembali pada 
keadaan semula 
dan
mengembalikan 
pola hubungan 
balk dalam 
masyarakat.

2. SK Nomor 
W11. U12/35. b/KP. 01.03/ 
IV/ 2022 tentang 
Penunjukan Hakim 
Pengawas bidang.

3. SK Nomor 
W11.U12/34.a/KP.04.04/ 
IV/ 2021 tentang 
Penunjukan Hakim 
Pengawas dan 
pengamat.

perkara narkotika

f. Persentase perkara 
yang tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Banding

95%
f. Persentase perkara 

yang tidak 
Mengajukan Upaya 

Hukum Banding

95% 95% 95% 95% 95%
Memberikan 
putusan sesuai 
dengan asas- 
asas putusan 
yang terdapat 
dalam Pasal 178 
HIR/198 RBG 
dan Pasal 50 UU 
No. 48 Tahun 
2009 tentang 
Kekuasaan 
Kehakiman.

Memberikan putusan 
sesuai dengan asas-asas 
putusan yang terdapat 
dalam Pasal 178 HIR/198 
RBG dan Pasal 50 UU No. 
48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman.

Memberikan 
putusan sesuai 
dengan asas- 
asas putusan 
yang terdapat 
dalam Pasal 178 
HIR/198 RBG 
dan Pasal 50 UU 
No. 48 Tahun 
2009 tentang 
Kekuasaan 
Kehakiman.

95%

g. Persentase perkara 
yang tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi

g. Persentase perkara 
yang tidak 
Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi

95% 95% 95% 95% 95% 95%



h. Persentase perkara 
anak yang 
diselesaikan 
dengan diversi

5%

h. Persentase perkara 
anak yang 
diselesaikan dengan 
diversi

5% 5% 10% 10% 10%

Melaksanakan 
PERMA Nomor 4 

Tahun 2014 
tentang 
Pedoman 
Pelaksanaan 
Diversi dalam 
Sistem Peradilan 
Pldana Anak.

Hakim anak wajib 
mengucapkan diversi 
dalam perkara pldana anak.

Melaksanakan 
PERMA Nomor 4 
Tahun 2014 10%

i. Index persepsi 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap layanan 
peradilan

88%

i. Index persepsi 
pencari keadilan yang 
puas terhadap 
layanan peradilan

88% 88% 90% 92% 92%

Melaksanakan 
Indek Kepuasan 
masyarakat 
sesuai dengan 
Peraturan Mentri 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasl 
dan Birokrasi 
Nomor 16 Tahun 
2014 tentang 
Pedoman Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
penyelenggaraan 
pelayanan 
publik.

Melaksanakan survey 
kepuasaan masyarakat 
setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Melaksanakan 
Survey Indek 
Kepuasan 
Masyarakat 
Peraturan Mentri 
Pendatagunaan 
Aparatur Negera 
dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 
16 Tahun 2014 
tentang
Pedoman Survey
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan
publik.

92%

2 Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

c. Persentase salinan 
putusan yang 
disampaikan ke 
para pihak tepat 
waktu

100%

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

c. Persentase salinan 
putusan yang 

disampaikan ke 
para pihak tepat 
waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Jurusita dapat 
melaksanakan 
pemberltahuan / 
panggilan secara 
patut

Memberikan soslalisasi 
kepada para jurusita dan 
jurusita pengganti

Jurusita dapat 
melaksanakan 
pemberltahuan / 
panggilan secara 
patut

100%

d. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui mediasi

5%
b. Persentase perkara 

yang diselesaikan 
melalui mediasi

5% 5% 5% 5% 5%
Jurusita dapat 
melaksanakan 
pemberltahuan i 

panggilan secara 
patut

Memberikan sosiallsasi 
kepada para jurusita dan 
jurusita pengganti

Jurusita dapat 
melaksanakan 
pemberitahuan / 
panggilan secara 
patut

5%



3 Meningkatnya

Akses

Peradilan

bagi

Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan

b. Persentase Perkara 

Prodeo yang 

diselesaikan

N/a

Meningkatnya

Akses

Peradilan

bagi

Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan

d. Persentase Perkara 

Prodeo yang 

diselesaikan

N/a N/a N/a N/a N/a

Melaksanakan 

SEMA Nomor 10 

Tahun 2010 

tentang 

Pedoman 

Pemberian 

Bantuan Hukum

Memberikan layanan 

peradilan secara gratis 

untuk masyarakat yang 

tidak mampu.

Melaksanakan 

SEMA Nomor 10 

Tahun 2010 

tentang 

Pedoman 

Pemberian 

Bantuan Hukum

N/a

d. Persentase Perkara 

yang diselesaikan di 

luar Gedung 

Pengadilan

N/a

c. Persentase Perkara 

yang diselesaikan di 

luar Gedung 

Pengadilan

N/a N/a N/a N/a N/a
- - - N/a

e. Persentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang 

Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum)

N/a

d. Persentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang 

Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

(Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100% - - - 100%

4 Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 100%

Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 100% 100% 20% 20% 20%

Melaksanakan 

eksekusi sesuai 

dengan

peraturan yang 

berlaku.

Melaksanakan eksekusi 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku.

Melaksanakan 

eksekusi sesuai 

dengan

peraturan yang 

berlaku.

100%



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB
NOMOR : W11.U12/ yQ /K P .01 .03/I/2023  

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 
PADA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB,

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa dalam rangka mclaksanakan tugas Undang- 

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang National Tahun 2005- 

2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024, maka pcrlu disusun 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 

IB yang selaras dengan rencana strategis Mahkamah 

Agung 2020-2024;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam 

keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk 

mclaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, pcrlu menetapkan 

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Tentang 

Pembentukan Tim Rencana Strategis Pengadilan Negeri 

Indramayu Kelas IB;

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 

Tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 

1986 Tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025;

4. Undang- Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024

8. Peraturan Mahkamah Agung Rl No 7 Tahun 2015 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekreta ria t a n I*erad ila n;



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Kecmpat

Salinan

9. Peraturan Mcntcri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 

Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 

Tentang Pedoman PenyusunaN Indikator Kinerja Utama;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Kepal Perencanaan Pembangunan Nasional 

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020- 

2024;

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Kepal Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Kepal Perencanaan Pembangunan Nasional 

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020- 
2024;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU 
KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN 
RENCANA STRATEGIS PADA PENGADILAN NEGERI 
INDRAMAYU KELAS IB,

: Mcmbentuk Tim Pcnyusun Rencana Strategis Pengadilan

Negeri Indramayu Kelas IB, dengan susunan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari keputusan ini;

: Tim Pcnyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan 

Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB;

: Segala biaya yang ditimhulkan sebagai akibat pelaksanaan 

dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri 

Indramayu Kelas IB Tahun Anggaran 2023;

: Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditctapkan dengan 

ketentuan segala scsuatu akan diubah dan diperbaiki kembali 

sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata 
tcrdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bcrkcpcntingan untuk 

dikctahui dan digunakan sebagaimana mestinya;

Ditctapkan di : Indramayu 
Pada tanggal : 02 Januari 2023 

KETUA PENGADILAN NEGERI 
/INDRAMAYU KELAS IB,



LAM PI RAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN 
NEGERI INDRAMAYU KELAS IB.
NOMOR: WU.U12/ 5O /KP.01.03/I/2023 
Tnnggal : 02 Januari 2023

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 
PADA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB 

TAHUN 2020-2024

No. Nama Jabatan Jabatan  dalam  
Tim

Ket

1. RUDITO 5UROTOMO, S.H., M.H, KETUA PEMBINA

2, YOGI DULHAD1, S.H., M.H. WAKIL KETUA PENANGGUNG
JAWAB

3. MANSYAH, S.H. PANITERA PENGARAH 
BIDANG YUDISAL

5. MURIYANTO, S.H. SEKRETARIS PENGARAH 
BIDANG NON 

YUDISAL

0 . RUSWAN, S.H. PANITERA MUDA 
PIDANA

7. AHMAD ROMLI, S.H. PANITERA MUDA 
PERDATA

8. FEBRIA ANINDIASAR1, S.H., M.H. PANITERA MUDA 
HUKUM

PELAKSANA

9. SENDI SUSANDI, S.H. KASUB UMUM 
DAN KEUANGAN

10. WJNASTA P1SCESA, S.H. KASUB 
KEPEGAWAIAN 
DAN ORTALA

11, SUKANA, S.H. KASUB FriP
TIM PENGOLAH 

DATA12. ALF1AN BUDISANTOSO, S.H. ANALIS 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN

13. MAETA ANTI, S.H, PPNPN SEKRETARIAT

Ditetapkan di : Indramayu 
Pada tanggal : 0'2 Januari 2023 

KETUA PENGADILAN NEGERI 
INDRAMAYU KELAS IB,


